
BUPATI SAROTANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR /' TATIUN 2011

TENTANG

IIILAI PEROLEHAN AIR TANAH KABUPATEN SAROLANGUT{

DENGAN RAHMAT TUHAN.YANG. MAHA.ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal s ayat (3).peraturan
Daerah Kabupaten sarolangun Nomor 0g tahun 2010 tentang pajak
Air Tanah, perlu mengatur mengenai besarnya nirai perolehan air
tanah daerah kabupaten Sarolangun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati;

undang-undang Nomor I Tahun 1gz4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembarin Negara Republik rndoneliq Tahun 1gr4
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor
39{) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor.g
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembarin Negara
Republik lndonesia Tahun lggg Nomor 16g, Tambahan Lembiran
Negara Republik lndonesia Nomor 3Bg0);

undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggaraan

legara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun lggg Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 3g51);
undang-undang Nomor s4 Tahun lggg tentang pernbentukan
Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, KabupatEn Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 18p, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3g0g) sebagaimana telah diubah
{engan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan
Atas undang-undang Nomor s4 Tahun lggg tentang pLmbentukan
Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Talj,uno Jabu4g Timur (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3g6g);

undang-und-ang Nomor 7 Tafurn 2004 tentang sumber daya Air
(Lembaran Negara Repubtit< lndonesia Tahun zoa4 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4lrl);

. Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2.

3.

4..



BAB I

KETENTUAN UIUUM

Pasal {

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Pemerintah Daerah adalah. Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Bupatiadalah Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sarolangun.

5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas Pengambilan
dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

7. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau,
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah,dan
pengendalian daya rusak air tanah.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadiatau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

9. Wajib Pajak adalah orang.pribadi atau Badan, meliputipembayar pajak, pemcitong
pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

ll.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

13.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wqjib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuari peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan rnenggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat $KPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

16.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20A4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia.Tatrun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a&4a);

H:ffx3#'Xx?:,"* 3H:'iln',tJg,',:tr lHTi*ffiT tsffi il
(Lembaran f.legara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aags);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 50a9);

L Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Penrerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20Al Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nsrnor 4l3l);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republil-< lndonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48Sg);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008
tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten sarorangun
Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun Nomor 07 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun
Nomor 03 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata rGrja
Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

12. Perafuran Daerah Kabupaten Sarolangun Nsmor 09 Tahun z1fi
tentang Pajak Air tanah (Lembaran Daerah Kabupaten sarorangun
Tahun 2a10 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTAI{G NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
KABUPATEN SAROLANGUN.



., .' ;

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adatah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20.Surat,Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

21.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan paiak. dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap $urat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan .Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak- Daeiah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

24. Putusan Banding adalah putusan. badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.

25. Pembukuan adalah suatu. proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi hartia, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menlrusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
Iaba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, danlatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah Jan
retribusi daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah .dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB II
NrLAr *-t:r: ** TAHAH

(1) Nilai Perolehan Air Tanah dinyatalen dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruhfaktor-faktor y?ng meliputi:

a. Janis $umberAiq
b. LokasisumberAir;
c. Tuiuanpengambibn dqn/ateu penranfaatan air;
d. Vofume air yang diambildan/dimanfaatkan;
e. Kualitas air; dan
f. Tinglet kerusakan lingkungan yarg diakibatkan oleh p6ngambitan dan/stau

pemanfaatan air.
{2) Tarif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15Yo (lima belas per*n) dari nilai

perolehan air,

Pasal 3
(1) Besamya.nilai Feroletran Air tanah sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (i)

ditetapkan sebagai berikut:

NO 'KEGIATAN NII-AI
PEROLEHAN

AIR
1 Yang digunakan oleh Pertamina dan para Kontraktornya

untuk kegiatan lndustri Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi.

Rp. 125/m3

2 Yang digunakan oleh PDAM. Rp. 125/m3

3 Yang digunakan oleh Perusahaan Perkebunan. Rp. 125/m3

4 Yang digunakan untuk keperluan Rumah Tangga
Perorangan yang Pemakaiannya lebih dari 100 m3 per
bulan.

Rp.'751m3

5 Yang digunakan untuk usaha Koperasi. Rp. 50/m3

6 Yang digunakan untuk usaha lain yang bersifai
komercial.,

Rp. 250/m3

(2) Besaran Pokok Pajak Air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 ayal (2) dengan dasar pengenaan
pajak sebagimana dimaksud dalam pasal3 ayat (1).

BAB,III
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas
ESDM dan DPP?(AD.

(2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
evaluasisetiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuaikebutuhan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditaporkan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.



KErENfrii 'Jr*uru"
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapatmengetahuinya memerintahkan pengundangan Pe6turan " Bupati 
' ini i"nj"npenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sarolangun,

Ditr*tapkan di $arolangun
F"da tanggal Pt leGruan ZO11

h*.VoLANG,H,
@4.

/*
H. SEX EITIDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal g pebruan 2A11

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLAilGUN TAHUN ZfiT NOiIOR IO

SEKRETARIS

Pembina"Utami lUuOa
Nip. 19550406 198203 1 003


